' PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
e Nomor 10 Tahun 2012 RN

TENTANG

e PEMBENTUKAN DESA BATANG DUKU DAN DESA PAKNING ASAL

Mehimbang: !

o Méngihgat e

'perkembangan dan kemajuan pembangunan serta memperpendekjy' B

KECAMATAN BUKIT BATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS

.'bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan

pemenntahan dan kemasyarakatan serta pemngkatan daya saing.

desa dengan ‘memperhatikan prinsip demokrasi, - pemerataan dan;“l

' keadllan dalam Ilngkup wilayah Kabupaten Bengkalls

‘bahwa untuk memngkatkan kemampuan penyelenggaraan:,

‘pemermtahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam 5
memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat

; rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pemblnaan masyarakat

- Daerah Otonom Kabupaten dalam ngkungan ‘Daerah Propmsn_f

-perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran

;dan desa yang sudah ada

’»bahwa dengan memperhatlkan Jumlah penduduk luas wilayah,

‘ poten3| ekonoml hak asal-usul desa, kondisi sosial dan persyaratan

‘ »yang dltentukan maka perIu adanya pembentukan desa baru

‘bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Pembentukan Desa Batang Duku dan Desa Paknmg Asal di t‘ ’

.Kecamatan Buklt Batu

. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republlk Indonesna s
- Tahun 1945;

-Undang—-Undahg Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan

- Sumatera Tengah (Lembar Negara Republlk Indone3|a Tahun 1956;

‘Nomor 25 )
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.'Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan-

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

~ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
" ‘Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntah Daerah
‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor - 59,

Tambahan. lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemenntah Nomor © 72 Tahun 2005 tentang -~ Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun 2005 Nomor 158,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Peraturan Daerah ‘Kabupaten - Bengkalls Nomor 11 Tahun 2007

tentang Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls Tahun 2007 Nomor 11)

Dengan PersetUJuan Bersama |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS |

o dan

.; }suﬁAnBENGKAu$j

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA BATANG

e DUKU DAN DESA PAKNING ASAL KECAMATAN BUKIT BATU

BAB [
KETENTUAN UMUM

 Pasal 1

Dalam PeratUrén Dééréﬁ" 'ini yang diméksud'c_lengani.

1.

fP-w7» )

ADaerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah Daerah adalah Pemermtah‘Kabupaten Bengkahs yang

‘terdm dari - Bupatl beserta Perangkat Daerah sebagal unsur -

penyelenggara pemerintahan daerah..

Bupati adalah Bupati Bengkalis. :
Kecamatan adalah wﬂayah kerja Camat sebagal perangkat daerah
Kabupaten Bengkahs : :
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8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mem|I|k| batas- batas
E wnlayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat ‘berdasarkan ‘asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dlhormatl dalam sustem pemenntahan

N Negara Kesatuan Republik lndonesna ' :
6. Dusun atau dlsebut dengan nama lain adalah baglan WIIayah dalam

desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerlntahan
‘Desa. : : '

. ‘Desa Induk adalah desa sebelum dlmekarkan ;

Desa Pemekaran adalah desa sesudah dlmekarkan -

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemenntahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur - dan - mengurus kepentingan masyarakat setempat

- berdasarkan asal ‘usul dan adat istiadat 'setempat yang diakui dan

g dlhormatl dalam S|stem pemenntahanan Negara Kesatuan Republik

~ Indonesia. : > | |
10. Pemerintah Desa ‘adalah Kepala Desa beserta - Perangkat Desak »
sebagal unsur penye!enggara Pemerintahan Desa. '

- 11.Badan- Permusyawaratan Desa selanjutnya dusmgkat BPD adalah

- lembaga yang merupakan perwujudan  demokrasi dalam
penyelenggaraan pemenntahan desa sebagal unsur penyelenggara
~ pemerintahan desa. i SO : :
12.Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau
bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa
menjadi dua desa atau leblh atau pembentukan desa dlluar desa ,
yang telah ada iy : ~

© 0o~

- ' BAB II R '
PEMBENTUKAN LUAS DAN BATAS ADMlNlSTRASI DESA

Pasalz

Dengan Peraturan Daerah ini dlbentuk Desa Batang Duku dan Desa
Pakmng Asal Kecamatan Bukit Batu, dalam wnlayah Kabupaten Bengkahs

Pasal 3

‘ (1) Desa Batang Duku merupakan pemekaran dan Desa Sungal Selan
: _(2) Desa Batang Duku sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri darl,

Dusun Kampung Baru, Dusun Pula| Bungkuk dan Dusun Kenanga.

(3) 'Desa Batang Duku sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memlhkl

- luas wilayah 34 (tiga puluh empat) kilometer persegi.

- (4) Desa ‘Batang Duku sebagai- mana dlmaksud pada ayat (1) memlllkl |

batas sebagal benkut
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‘ a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Bengkahs

‘ b.l‘Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sungal Paknmg, ‘

'c.fj‘SebeIah Barat berbatasan dengan Desa Buruk Bakul dan

(5)

(6) I

Sungal Selari dlkurangl dengan Jumlah penduduk Desa Batang Duku

()

)

3)

@

f. d. : Sebelah Tlmur berbatasan dengan Desa Sungan Selan

‘Dengan dlbentuknya Desa Batang Duku, luas wnlayah Desa Sungau

Selarl dlkurangl dengan luas wnlayah Desa Batang Duku

Dengan dlbentuknya Desa Batang Duku Jumlah penduduk Desa”

o —Pasal4’

: Desa Paknlng Asal merupakan pemekaran dan Desa Sejangat

Desa Pakmng Asal sebagalmana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan

‘Dusun Pakmng Asal dan Dusun Sukoharjo

‘Desa Paknlng Asal sebagal mana ‘dimaksud pada ayat (1) mem|I|k| ~

Iuas wulayah 5, 09 (Ilma koma nol sembllan) Kllometer perseg|

Desa Paknlng Asal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) memlllkl

‘batas sebagal benkut

""Va." Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sungal Pakmng, S

o br._j}SebeIah Selatan berbatasan dengan Desa Sejangat

S

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan ngglr dan
d. Sebelah Tlmur berbatasan dengan Selat Bengkalls

Dengan dlbentuknya Desa Pakning: Asal luas WIIayah Desa Sejangat o

‘dlkurangl dengan luas W|Iayah Desa Paknmg Asal

Dengan dlbentuknya Desa Pakmng Asal Jumlah penduduk Desa‘
Sejangat dlkurangl dengan jumlah penduduk Desa Paknmg Asal.

Pasal 5

Batas- batas wnlayah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ‘
~ Pasal 4 ‘ayat (4), dltuangkan dalam bentuk peta yang dltetapkan dengan o

Keputusan Bupatl

BAB lll

'_ KEDUDUKAN FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Kedudukan fun93| dan wewenang Pemenntah Desa yang dltetapkan f

- dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsu dan
~ wewenang Pemenntah Desa sebagalmana dlatur dalam peraturan

perundang undangan yang berlaku




o BABIV &
PEMERINTAHAN DAN ASET DESA

: Pasal 6 ¥

"'»Penyerahan pemblayaan perlengkapan serta pengaturan Ieblh Ianjut
"mengenal pembaglan kekayaan desa dllaksanakan secara musyawarah‘
' dengan difasilitasi’ oleh Pemenntah Daerah sesuai dengan ketentuan‘
- f{peraturan perundang undangan yang berlaku T ‘ S

- - BAB V! SN
KETENTUAN LA!N LAIN L

Pasa|7
. ;}ff(1). Penjabat Kepala Desa pemekaran dlusulkan oleh Camat sesual“
o ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku '

f "'(2) - Masa jabatan penjabat Kepa!a Desa sebaglmana dlmaksud pada ayat'
(1) palmg Iama 1(satu) tahun. dan :

o :‘(3): Penjabat Kepala Desa sebagatmana dlmaksud pada ayat (1) bertugas |

a.'Mengangkat Perangkat Desa. . » o

'b._Melaksanakan tugaS‘ Pemenntahan : Pemb_anguvnan,' dan
"__Kemasyarakatan B | o G

c. 'MemfasmtaSI proses pelaksanaan pemlhhan Kepala Desa

e BAB Vll ,
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

A"'Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ada
,_'sebelum ‘Peraturan Daerah ini berlaku dan menlmbulkan akibat hukum,
. masih tetap berlaku sampa| dengan terbentuknya peraturan baru yang

mengatur hal yang sama

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulal berlaku semua peraturan perundang-{ o

U '_undangan yang setmgkat yang tldak sesuai dengan Peraturan Daerah ini
‘ dlnyatakan tldak berlaku SO : '



Pasal 10

?

: Hal hal yang “belum dlatur dalam Peraturan Daerah ini, - sepanjang o

~_mengenai’ teknls pelaksanaannya akan dlatur Ieblh lanjut dengan Peraturan
Bupatl S S G :

i ST S e Pasal11

: Peraturan Daerah |n| mulal berlaku pada tanggal dlundangkan

',:;Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan
- Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
: Kabupaten Bengkalls

Dltetapkan di Bengkahs
pada tanggal 2K S'c‘?rew«nen 30\7_

BUPATI LIS

H. HERLIYAN SALEH

Dtundangkan Bengkalls
‘pada tanggal 24 gensMsen aon.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS .

| - .AS MARAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEH BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 10
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PERATURAN DAERAH KABUPAT EN BENGKALIS
\ Nomor 10 Tahun 2012

", TENTANG

PEMBENTUKAN BATANG DUKU DAN DESA PAKNING ASAL
’ KECAMATAN BUKIT BATU S

| UMUMj

Desa sebaga| kesatuan masyarakat hukum memlhkl kewenangan untuk mengatur,

_dan kreatifitas masyarakat: serta mendorong penmgkatan partisipasi masyarakat dalam
vembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasnlltas yang tersedla '

) Dengan dibentuknya Batang Duku Dan Desa Paknlng Asal Kecamatan Buklt Batu
abupaten Bengkalis maka dlharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri
sesuai dengan semangat ‘otonomi - daerah sebagaxmana diatur dalam ketentuan
'ridang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan
eraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehlngga tercapal'
flayanan pnma kepada masyarakat dapat segera terwu;ud

PASALDEMIPASAL1,ﬁ 

S Cukup jelas

""?CUKup Jelas

al 6 . |
“Cukup jelas -
al 7

- Cukup jelas -

‘dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat" setempat yang = o
“diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga = =
enyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa -




Cukup jelas -
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